Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Sgt.
DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Abdul Aziz', umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 02, Desa Solok,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai
Pemohon [;

Rian Oktaviani binti Irzan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 02, Desa Solok,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai
Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanya tertanggal 30 Maret 2017
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan
Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 30 Maret 2017, telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut:

1. Pada 25 Desember 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan
menurutagama Islam di hadapan imam masjid Kecamatan Jakarta Selatan;
2. Pada saat pernikahan tersebutwali nikahnya adalah Irzan (bapak Pemohon
In);
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
a.Dedi
b. Riko
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Mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai. Perjanjian perkawinan
tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon | dengan wali nikah tersebut
yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh imam masjid Kecamatan Jakarta
Selatan. yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah
wali).

Sesudah akad nikah Pemohon | membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 38
tahun.

Orangtua kandung Pemohon | :

Ayah : Abdul Aziz (telah meninggal dunia);

Ibu : Aisah binti Abdul Somad

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon Il berstatus perawan dalam usia
27 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I

Ayah : lIrzan;

Ibu . Yusrebi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta
memenuhi syaratdan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah
omilik sendiri di Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro
Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Anindita Keisah binti rwansyah;

6. Selama pernikahan tersebuttidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon
tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari imam masjid
Kecamatan Jakarta Selatan. dan setelah para Pemohon mengurusnya,
ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan;
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Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari
Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk
mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta
Selatan. pada 25 Desember 2015 adalah sah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir masing-masing di persidangan, dan Majelis Hakim telah
memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum
Islam;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon

menyatakan mencabut permohonannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut
permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok
perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
22/Pdt.P/2017/PA.Sgt dari para Pemohon;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp691.000,00 (enamratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Asli
Nasution, ME.Sy., sebagai Ketua Majelis, Hj. Baihna, S.Ag., M.H., dan Korik
Agustian, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Supriyati, S.E., S.H., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para

Pemohon.
HAKIM ANGGOTA | KETUA MAJELIS
Hj. Baihna, S.Ag., M.H. Drs. Asli Nasution, ME.Sy.
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HAKIM ANGGOTA I

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Supriyati, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
4, Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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